
a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang 
Nomor -34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Dae.ah dan Retribusi Daerah, maka kepada 
Daerah Jiberi peluang untuk menggali potensi 
sumber pendapatan asli daerah ; · 

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu 
surnber pendapatan Daerah yang penting guna 
mernbiayai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk 

Menimbang 

PERA TURAi~ DAERAH KABUPATEN NIAS 
NOMOR 4 TAHUN 2002 

TENTANG 
RETRIBUSI JZIN PENDIRIAN PERUSAHAAJ~· PENGANGKUTAN 

])EN GAN KEl'i'DARAAK BERMOTOR RODA TIGA 
(BECAK MESIN) 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAR.\ ESA 

BUPATI NIAS, 

SERI: C ' NOMOR : 26 TAHUN 2002 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN NIAS 
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1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Utara (Lernbaran Negara 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-undang Ncmor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3486) ; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi D1erah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana 
telah dirubah dengan Undang-undang Nemer 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembarari 
Negara Nomor 4048); 

Mengingat 

memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Nias tentang Retribusi Izin Pendirian 
Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan 
Bermotor Roda Tiga (Becak Mesin) ; 



dan Pengawasan atas 
Pemerintahan Daerah 

tentang Pembinaan 
Penyelenggaraan 
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5. Undang-undang Nemer 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3293); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 
tentang Kewenangan Penyidikan terhadap 
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nornor 63, 
Tambalian Lembaran Negara Nomor 3529); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
ten tang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 · 

.; 

·1 -; -. 
. ' 



4 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; · 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I 
tentang Retribusi Daerah .(Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139); 

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Pernerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 
Tahun 1997 tentang Pcdoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah ; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 175 
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di 
Bidang Retribusi Daerah ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 43 
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Penerimaan Lain-lain ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang rnelakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah yang memuat ketentuan ·. Pidana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 
Nomor 14); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten . Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 

· Nomor 11); 
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BABI 
KETENTUA..7'i UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Nias ; 
b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ; 
d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ; 
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ; 
f Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemeri.ntah Kabupaten Nias ; 
g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah 

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Nias; 

h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
Pemeri.ntah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ; 

1. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemeri.ntah Daerah atas jasa 
pelayanan pemberian izin pendirian perusahaan dengan kendaraan 
berrnotor roda tiga (becak mesin); 

J. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk 
melakukan pemungutan retribusi ; 

k. Izi.n adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada 
orang atau badan yang mendirikan usaha pengangkutan dengan 
kenderaan bermotor roda tiga (becak mesin) ; · 

I 
t 

I 
l 
i 
t 
i 
I 
I 

' 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS' 
TENT Ai~G RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN 
PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN 
KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA 
(BECAK MESIN). 

Menetapkan 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENNIAS 
MEMlITUSKAN : 
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l. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan beroda tiga yang 
digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu <lan 
digunakan untuk mengangkut orang atau barang ; 

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah 
adalah Surat Keputusan yang· menentukan besarnya jurnlah retribusi 
yang terhutang ; 

n. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adaJah 
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ; 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat 
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jurrJah 
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administr.asi dan jurnlah 
retribusi yang masih harus dibayar ; 

p. Surat Ketetetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Kepntusan yang 
menentukar. tambahan atas jumlah retribusi yang telah · ditetapkan ; 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ; 

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah 
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda ; • 

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di 
bidang Retribusi ; 

t. Penyidikan tindak pidan.a di bidang Retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

/ 
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BAB ID 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 
Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan 
Bermotor Roda Tiga termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 

Pasal 5 
Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

Subyck · Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang 
mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan pemberian izin pendirian 
perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bennotor roda tiga (becak 
mesin). 

Pasal 3 
Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin pendirian 
perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bennotor roda tiga (becak 
mesin). 

BAB II 
l'\AMA, OBYEK, SUBYEK DAN 

WAJIB RETRIBUSI 
PasaJ 2 

Dengan nama Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan 
Kendara.an Berrnotor Roda Tiga (Becak _.Mesin) dipungut . retribusi atas 
pemberian izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan 
bermotor roda tiga (becak mesin). 
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BAB ID 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 
Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan 
Bermotor Roda Tiga termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 

Pasal 5 
Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

Subyck · Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang 
mendapatk.an atau memperoleh jasa pelayanan pemberian izin pendirian 
perusabaan pengangkutan dengan kendaraan berrnotor roda tiga (becak 
mesin). 

Pasal 3 
Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin pendirian 
perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak 
mesin). 

BAB II 
1'AMA, OBYEK, SUBYEK DAN 

WAJIB RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan 
Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Becak ~Mesin) dipungut retribusi atas 
pemberian izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan 
bermotor roda tiga (becak mesin). 



Bagian Kedua 
Kartu Pendaftaran 

Pasal 10 

Pasal 9 

1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 
diterimanya permohonan dengan menielaskan alasan-alasan penolakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 8 
I) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap 

orang dan atau badan harus mengajukan pennohonan tertulis kepada 
Kepala Daerah. 

2) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan 
Bennotor Roda Tiga (Beca Mesin), suatu Perusahaan harus merniliki 
setidak-tidaknya 10 (sepuluh) unit kendaraan dan sebanyak-banyaknya 
20 ( dua puluh) kendaraan. 

3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Daerah. 

BAB IV 
KETENTUAN PERIZINAN 

Bagian Pertama 
Perizinan 

Pasal 1 
letiap orang dan atau badan . yang mendirikan Perusahaan dan atau 
nenambah jumlah angkutan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin). 

· liwajibkan untuk memperoleh izin dari Kepala Daerah. 
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BABV 
KEITNTUAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

_, 
,.· 

Pasal 13 
(1) Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor 

Umum dapat dicabut apabila : 
a. Kendaraan bermotor becak mesin tidak laik jalan ~ 
b. , Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tata cara dan syarat-syarat pencabutan atau pembatalan izin .diatur 
lebih Janjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

' 
Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Berlakunya Izin 
Pasal 12 

(l) Jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama l' (satu) tahun 
dan dapat diperpanjar.g kembali apabila memenuhi syarat untuk itu. 

(2) Untuk perpanjangan izi.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pepgusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada 
Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum 
masa izin berakhir. 

(3) Tata/ cafci dan syarat-syarat perrnohonan perpanjangan izin diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

( l) Setiap kendaraan beca rnesin yang bergabung dalam suatu Perusahaan, 
wajib dilengkapi dengan Kartu Pendaftaran Pendirian Perusahaan yang 
diierbitkan oleh Kepala Dinas. 

(2) Bentuk dan ukuran kartu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

(3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Kartu Pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 
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BAB VII 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 18 
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

Wtlayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias. 

BAB VI 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal 17 

Pasal 16 
(I) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh atau 

mendapatkan Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan 
kendaraan bermotor roda tiga (beca mesin) dikenakan Retribusi. 

(2) Besamya tarif retribusi untuk mendapatkan Izin Pendin~ Perusahaan 
Pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin) 
adalah ditetapkan sebesar Rp 200.000.- /tahun. 

(3) Besamya tarif retribusi kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin) 
setiap unit per tahun adalah ditetapkan sebesar Rp 50.000.- 

Pasal 15 
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan 
dengan kendaraan berrnotor roda tiga · (becak mesin) adalah untuk 
mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasana dalam rangka 
pemberian izin pendirian perusahaan dan kartu pendaftaran. 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pendirian 
Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak 
mesin) adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan 
pemberian Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan 
bermotor roda tiga (becak mesin). 

! 

I 
I 



Pasal 22 
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan 
tanda bukti pembayaran. 

Pasal 21 
( 1) Pembayaran Rctribusi hams dilakukan secara tunai/lunas sekaligus. 
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat mernberi izir 

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam 
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, 

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
ditetapkan Iebih Ianjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

11 

BAB Vin 
TA TA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 20 
( 1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat la 

yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yar. 
ditentukan dalam SKRD. 

(2) Dalam ha! pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, mak 
hasil penerimaan Retribusi hams disetor ke Kas Daerah selambai 
lambatnya 1 x 24 jam. 

(3) Apabila peinbayaran Retribusi dilakukan setelah lewat. waktu yan 
ditentukan sebagai.mana dirnaksud pada ayat (1 ), maka dikenaka: 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengai 
menerbitkan STRD. 

(I) Retribusi dipungut dengan m.enggunakan SKRD atau dokumen Ii 
yang dipersamakan. 

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
disetor oleh BKP ke Kas Daerah. 

P!\s!ll 19 
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,, 
! 

Pasal 24 
(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD . 

dan STRD yang dalam ' penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah. 

BAB XII 
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! 
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN 

/ 

Pasal 23 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan Retribusi. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

BAB XI 
TA TA CARA PENG URAN GAN, KERIN GAN AN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

·BABX 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 22 
( 1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan s~era 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, 

(2) Dalam jangka waktu 7 · (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusinya yang terutang, · 

(3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 25 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permobonan keberatan atas SKRD 
dan STRD. 
Perrnohonan. keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah at.au Pejabat yang 
dihunjuk pa.ling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD da.n STRD. 
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. 
Permohonan keberatan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) dan ayat 
(2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk · 
dala.m jangka waktu paling la.ma 6 ( enam) bulan sejak tanggal surat 
kcberatan diterima. 

BAB XIII 
TA TA CARA PE1''YELESAH.N KEBERA TAN 

(2) Wajib Retribusi dapat meng:ljubn pemiohonan penguransa.n atau 

penghapusan sanksi adrninistrasi berupa bunga dan kenaikan 
Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. 

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Ketetapan Retribu.si yang tidak benar. , 

( 4) Permohonan pembetulan sebagaimanz dirnaksud pada a:yat (1 ), 
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan pernbatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara 
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat 
yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
diterirna SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan 
meyakinkan untuk mendukung pennohonannya. 

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling 
Jama 3 (tiga) bulan sejak surat pennohonan diterirna. 

).· (6) Apabila setelah Jewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
,: . 

c. (5) Kepala Daerah at.au Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan t 
;, · Keputusan, maka permohonan dimak:sud dianggap dikabulkan. r;. 
1· 

!:"., 
•'r: 



14 

Pasal 28 

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan 
dengan rnenerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi. 

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diterbitkan } 
bukti pemindahbul'1.1:rn yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. · 

Pasal 27 
(1) Dalam hal kelebihan pernbayaran Retribusi yang masih tersisa setelah 

dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ,. 
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterirnanya \. .,· 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. , ~· 

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat ~: 
(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan ~.- 

i:. 

scjak. diterbitkannya SKRDLB. 
. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 

lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala 
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. 

BAB XIV 
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBAY ARAN RETRIB.USI 
Pasal 26 

(1) Wajib Retribusi hams mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kepala Daerah · untuk perhitungan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi. 

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), atas 
kelebihan pembayarari Retribusi dapat langsung diperhitungkan 
terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga oleh Kepala Daerah. ·· 

(3) Atas pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak . ii.' 
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan /t · 
pembayaran Retribusi selanjutnya. ~; 
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BAB XVII 
KETENTUAN LARi\.NGAN 

Pasal 31 
(1) Setiap orang dan atau badan dilarang melakukan usaha pengangkutan 

umum kendaraan tidak bennotor beroda tiga (becak dayung), sebelum 
memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah. 

(2) Setiap orang dilarang mengemud.ikan kendaraan tidak bennotor 
beroda tiga (becak dayung) tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi 
(SIM) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas. 

BAB X\1 
TATA CARA PENGRA.PUSAN PIUTANG 

RETRIBUSI YANG KillALUW ARSA 
Pasal 30 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 

(2) -Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

BAB X\' 
KADALUWARSA 

Pasal 29 
(I) Penagihan Retribusi, kadaJuwarsa setelah melampaui jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali 
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), tertangguh apabila : 
a, Diterbitkannya Surat T eguran dan Surat Paksa ; atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsun~ maupun tidak langsung. 

"· 
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BAB XIX 
PENYIDIKAN 

Pasal 33 

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pernerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang 
berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerirna, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; 

b. meneliti, rnencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran tperbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ; 

c. rnerninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 'atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana ; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain yang berkeaaan dengan tindak pidana ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokurnen lairi serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

f merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana ; 

BABXVIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32 

(I) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan 
selama-Iamanya 6 (enarn) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 
( empat) kali retribusi terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 
pelanggaran. 

- 

/ 
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BABXXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 
Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan 
Retribusi Daerah. 

PasaJ 35 

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Nias. 

BAB XX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 34 
Pelaksar.aan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang ==vs meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan secang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e ; · 

h. memotret seseorang yang berk.aitan dengan tindak pidana ; 
1. rnemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi ; ·, 
J. menghentikan penyidikan ; 
k. melakukan tindakan Jain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab ; 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Fenuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­ 
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

1. 

~:- 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Nias. 

Pasal 40 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. / 

Pasal 39 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Daerah. 

BABXXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38. 

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan 
Retribusi Daerah. 

Pasal 37. 

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Nias 

BAB XX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 36 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
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/ 

(2) Wcwenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bid.ang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi Iebih lengkap dan 
jelas; 

b. meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; 

d. merreriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokurnen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ; 

g, menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 

'sebagaimana di.maksud pada huruf e ; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

Retribusi; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi ; 
J. menghentikan penyidikan ; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang 
bertanggung jawab ; 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dirnulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­ 
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

.f:. 



20 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan 
-sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa 
penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, hams 
ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan 
Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan 
pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut 
dapat memberikan beban yang adil. 

· Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan As!i Daerah 
fan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran 
)endapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain 
ierupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu 
nimber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan 
Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rnasyarakat. 

UMUM 

I 
. 

. 

. ~ 
' 

_.I;-., 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATUR.\N DAERAH KABUPATEN NIAS 

NOMOR 4 TAHON 2002 

TENTANG 

. RETRIBUSI IZIN PENl>IRIAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN 
DENGAN KENDARAAN BER'f\.fOTOR RODA TIGA (BECA 

MESTh') 
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Pasal l 
Cul-up jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cul-up .jela's 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cul-up jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

PA.SAL DEMI PASAL 

( 

i .. ', ~ ··.· 
;;· 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi 

~ peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan tf menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 
W- ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. t: 
~: 
!'· 

Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 
mengatur dan rnengurus rumah tangganya sendiri. 
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Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

; 
Pasal 13 ~ 

Cukup jelas 

Pasal 14. i. 

Cukup jelas t 
f 

Pasal 15 i 
Cukup jelas ~ 

Pasal 16 ~· 

Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
/ Cukup jelas 

Pasal 20 · 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 



Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas ' 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
CuJ..11p jelas 

Pasal 29 
Cukup jeras 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
:i.· 

Cukup jelas : .' 
:i: f: 
f. 
' ~! 

Jc 23 
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Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 


